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Abstrak:
Dalam berbagai literatur komunikasi, telah banyak penulis yang membahas model komunikasi 
krisis yang ideal, namun belum banyak yang mengulas bagaimana ciri-ciri praktik komunikasi 
krisis yang buruk. Dengan menjadikan teori komunikasi Reynolds dan W. Seeger (2005) sebagai 
model, tulisan ini menganalisa praktik buruk komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia menjelang kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan melakukan analisis 
isi media arus utama yang berisi pernyataan aparat pemerintah Indonesia, penulis menemukan 
ciri-ciri komunikasi krisis yang buruk itu, antara lain: 1) kurang responsif dalam mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya wabah; 2) kurang transparansi dan akurasi data terbaru perkembangan 
pandemi; 3) inkonsistensi dan ketidakjelasan pesan di saat krisis memuncak; 4) kurang empati 
terhadap korban. Temuan tersebut menjadi esensial mengingat masa krisis bukan hanya terkait 
dengan Covid-19 saja, tetapi juga mengacu pada berbagai potensi krisis yang akan dihadapi 
Indonesia ke depannya.
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Pendahuluan
Tulisan ini mengalisis praktik buruk komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia menjelang kemunculan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan melakukan 
analisis pernyataan pemerintah yang terangkum di berbagai media arus utama sejak masa 
pra-krisis Januari-Februari 2020 yang ditandai dengan diakuinya kedatangan corona 
oleh pemerintah hingga masa awal-krisis yang disusul dengan berlakunya New Normal. 
Berdasarkan analisis dari ratusan artikel media arus utama, penelitian ini menjadi penting 
karena Indonesia dilihat sebagai salah satu negara paling buruk dalam penanganan 
Coronavirus. Berbagai data menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
penanganan paling buruk di dunia, bahkan jika dibandingkan sesama negara di ASEAN 
sendiri. Menurut website Our World in Data, sampai dengan 9 Juni 2020, Indonesia baru 
melakukan tes kepada 0,02 orang per 1000 penduduk, salah satu yang paling rendah di 
dunia (Our World in Data, 2020). Angka ini merupakan salah satu paling rendah di dunia. 
Maka, tidak mengherankan jika grafik penyebaran virus terus menanjak hingga 9 Juni 
2020 (Our World in Data, 2020).

Senada dengan temuan di atas, hasil penelitian yang dilakukan Deep Knowledge Group 
tentang tingkat keamanan negara-negara di dunia terkait Coronavirus menempatkan 
Indonesia di urutan 97 dari 100 negara paling aman jauh di bawah Negara-negara ASEAN 
lain seperti Singapura (4), Vietnam (2), Malaysia (30), Thailand (47), Philippines (55), 
dan Myanmar (83) (Deep Knowledge Group, 2020). Sementara itu menurut situs End 
Coronavirus, kita pun berada di posisi paling bawah dibanding sesama Negara ASEAN. 
Saat Vietnam dan Thailand sudah warna hijau dengan kasus baru sebanyak 1 dan 2 kasus 
baru, lalu malaysia sudah warna kuning dengan 7 kasus baru, kita panen 1.2141 kasus 
baru pada 10 Juni 2020. Kita juga berada jauh di atas Singapura (218) dan Filipina (518) 
(End Coronavirus, 2020).

Kinerja buruk ini sejak awal telah memancing banyak kritik dan melahirkan reaksi publik 
yang buruk. Beberapa riset sebelumnya menemukan bahwa sentimen publik teramat buruk 
terhadap kinerja pemerintah dalam menangani penyebaran Coronavirus. Tiga lembaga 
riset menilai bahwa publik memberi respon negatif atas kinerja pemerintah Indonesia 
dalam melawan penyebaran virus ini. Lembaga riset pertama yang mempublikasikan 
temuannya adalah Drone Emprit (DE). Mereka menganalisa percakapan di media sosial 
sejak 7 sampai dengan 13 Maret dan menemukan 404.211 percakapan di media terkait 
isu corona. Secara rinci, ratusan ribu percakapan tersebut terdiri atas 91% di Twitter 
sedangkan 9% sisanya di media daring. Dari empat ratus ribu lebih percakapan, emosi 
yang paling dominan adalah masalah kepercayaan (Fahmi, 2020). Dalam hal ini, masalah 
utama yang dihadapi pemerintah adalah soal kepercayaan publik. Patut dicatat bahwa 
jika selama ini pemerintah beranggapan bahwa menutupi data akan menghindarkan 
ketakutan publik, namun temuan Drone Emprit menunjukkan sebaliknya. Tidak adanya 
transparansi justru menimbulkan masalah kepercayaan yang pada gilirannya justru 
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membuat publik merasa takut. Hal yang senada juga disampaikan oleh INDEF melalui 
penelitian mereka yang menyimpulkan bahwa buruknya kinerja pemerintah berdampak 
pada tergerusnya kepercayaan publik pada pemerintah (Faud, 2020). Tidak hanya itu, 
riset SMRC menemukan bahwa buruknya kinerja pemerintah membuat publik merasa 
pemerintah daerah bekerja lebih baik daripada pemerintah pusat (Sani, 2020).

Maka tidak mengherankan jika sejak awal munculnya pandemi, pemerintah Indonesia 
telah mendapat kritik dari berbagai kalangan terkait buruknya penanganan dan pencegahan 
penyebaran coronavirus. Kritik itu antara lain muncul dari DPR, kalangan masyarakat 
sipil, akademisi dan lembaga internasional. Lebih lagi, kritik kemudian juga muncul dari 
pemerintah daerah yang mengeluhkan tidak adanya transparansi data dari pemerintah 
pusat.

Pandemi Flu Burung yang sebelumnya menyebar secara global pada tahun 2005 
memang memberikan sorotan terhadap penanganan pandemi di Indonesia. Pada masa 
itu, salah satu tantangan dalam penanganan persebaran virus tidak dilakukan secara efektif 
karena adanya masalah diskonektifitas antara pemerintah pusat dan daerah (Caballero-
Anthony & Balen, 2009). Tetapi, bahkan setelah nyaris dua dekade berlalu, literasi yang 
menyoroti praktik komunikasi krisis di masa pandemi di Indonesia sangat lah terbatas. Di 
tengah pandemi Covid-19, memang, banyak publikasi menyoroti buruknya penanganan 
pemerintah (Kusumaningrum & Aryani, 2020; Hendrianto, 2022; Yulianti, et. al., 2022). 
Meski pun begitu, penelitian yang menyoroti bagaimana buruknya komunikasi kritis yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara kritis masih terbatas. 

Sementara itu, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas komunikasi merupakan 
salah satu faktor penting bagi terbangunnya kepercayaan (Diallo and Thuillier, 2005; 
Zeffane, Tipu and Ryan, 2011). Argumen utama studi itu menyatakan bahwa semakin 
berkualitas komunikasi antar anggota dalam suatu kelompok, maka akan semakin 
tinggi tingkat kepercayaan antara anggota dalam kelompok itu. Sebaliknya, semakin 
rendah kualitas komunikasi antara anggota kelompok maka semakin rendah pula tingkat 
kepercayaan di antara mereka. 

Dengan demikian untuk membangun kepercayaan diperlukan kualitas komunikasi 
yang baik dari pemerintah kepada publik secara luas. Selanjutnya, dalam masa bencana, 
komunikasi yang berkualitas berperan penting bagi terbangunnya kepercayaan diri publik 
untuk menghadapi bencana, meredam kepanikan, meminimalisir rumor dan membantu 
publik menyiapkan diri menghadapi krisis.

Komunikasi Krisis yang Efektif: Sebuah Pendekatan
Di tengah situasi krisis pandemi yang terjadi secara global, banyak pihak mempertanyakan 

bagaimanakah komunikasi yang baik dapat dilakukan? Terlebih, situasi yang tak tentu 
juga berpotensi membuat masyarakat menjadi panik dan malah memperburuk kondisi 
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krisis. Karena itu, melalui tulisan ini, penulis akan mengulik secara mendalam terkait 
komunikasi krisis.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, ada baiknya jika kita 
membahas terlebih dahulu terkait apa sebenarnya komunikasi krisis yang disebut-sebut 
dalam paragraf sebelumnya. Bentuk komunikasi ini dilakukan demi mencegah dampak 
negatif yang dihasilkan dari kondisi krisis dan cenderung bersifat informatif (Spence, 
Lachlan, & Griffin, 2007: 540). Sebenarnya, dalam upaya melakukan komunikasi krisis, 
beberapa studi telah dilakukan untuk menunjukkan bagaimana hal tersebut dapat 
diaplikasikan. Beberapa peneliti berhasil mengklasifikasikan proses dari komunikasi krisis 
ke dalam tahapan-tahapan tertentu, yang lainnya memberikan beberapa penekanan 
terhadap komponen-komponen penting dalam melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut, terkait dengan tahapan dalam melakukan komunikasi krisis yang baik, 
paling tidak Hale (1997) berserta Reynolds dan Seeger (2005) menerangkan hal tersebut 
dalam riset mereka. Hale (1997) yang membagi komunikasi krisis ke dalam enam tahapan: 
1) pondasi atau keterkaitan antar sektor; 2) validasi data untuk menghadapi data-data 
yang tidak akurat; 3) penyaringan dan pengolahan pesan akan dapat tersampaikan dengan 
tepat; 4) lapisan nilai-nilai dari interpretasi atas pesan; 5) lapisan memori organisasi untuk 
memberikan akses informasi kepada pengambil keputusan; dan 6) kolaborasi. Tak berhenti 
di situ, Reynolds dan Seeger (2005) juga menyusun tahapan-tahapan dari komunikasi krisis 
ke dalam lima tingkatan mulai dari risiko, erupsi, pembersihan, pemulihan dan evaluasi. 

Sehingga, komunikasi krisis memang tidak jauh dari penyusunan strategi agar pesan 
dapat tersampaikan dengan efektif di saat krisis tengah berlangsung. Tentu saja, dalam 
proses penyusunan strategi ini, peran ahli yang kompeten dan kredibel diperlukan 
untuk melakukan intervensi yang efektif terhadap publik. Pihak yang berwenang untuk 
melakukan komunikasi krisis juga harus dapat menyusun respon yang tepat untuk 
tantangan-tantangan kompleks, yang memerlukan koordinasi secara internal maupun 
eksternal (Kádárová, Mihalčová, Kádár, & Vida, 2015; Saliou, 2020). Secara garis besar, 
ada dua strategi pada komunikasi krisis: mengelola informasi dan mengelola makna 
(Coombs, 2015).

Lebih lanjut, terdapat beberapa komponen utama yang menjadi sorotan dalam 
melakukan komunikasi krisis yang efektif. Mulai dari kepercayaan, media, hingga 
transparansi. Poin tersebut akan dibahas dalam penjabaran berikut.

Pertama, kepercayaan. Komponen ini menjadi salah satu unsur yang krusial dalam 
melakukan komunikasi krisis. Terlebih, di tengah kondisi tidak menentu dalam suatu 
krisis. Untuk dapat dianggap terpercaya oleh publik, sebuah institusi atau organisasi 
harus mampu berhadapan dengan situasi yang penuh kejutan (Longstaff & Yang, 2008). 
Kepercayaan ini menjadi hal penting. Karena jika publik sudah merasa tidak percaya, dalam 
derajat tertentu, maka berkemungkinan menimbulkan kondisi panik dalam masyarakat 
(Holmes, Henrich, Hancock, & Lestou, 2009). Terlebih, berkurangnya rasa percaya ini 
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juga dapat berimplikasi terhadap citra organisasi terkait. Kondisi kurangnya kepercayaan 
kepada organisasi tertentu ini dapat muncul karena respons yang hipokrit terkait situasi 
krisis. Pada akhirnya, hal tersebut dapat memunculkan rasa skeptis di masyarakat (Park 
& Kang, 2020). Rasa skeptis ini menimbulkan perspektif negatif terhadap institusi atau 
organisasi terkait.

Kedua, transparansi. Terkait dengan kredibilitas yang menunjang komponen 
kepercayaan dalam komunikasi krisis, transparansi rupanya masuk ke dalam komponen 
kedua dalam pembahasan ini. Transparansi perlu dilakukan oleh pihak berwenang karena 
merupakan hal yang dituntut oleh masyarakat di tengah kondisi krisis. Terutamanya, 
terkait informasi-informasi baru yang sesuai dengan kondisi nyata terkait situasi darurat 
tersebut –keterlambatan dan ketertutupan bukanlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat 
(Gruber, Smerek, Thomas-Hunt, & James, 2015). Bukan hanya kepada masyarakat, 
transparansi ini juga sangat krusial jika dikaitkan dengan hubungan internal di institusi 
berwenang, utamanya terkait dengan koordinasi dan kepercayaan antar pekerja yang 
berada di bawah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani situasi krisis 
tersebut (Lee & Queenie Li, 2019).

Ketiga, empati. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan efektif melalui 
penerapan komunikasi yang mengedepankan empati dan keterbukaan. Terlebih, ketika 
pemerintah perlu mengambil tindakan yang melibatkan masyarakat luas untuk penanganan 
krisis. Dalam hal ini, empati menjadi salah satu dari unsur esensial yang diperlukan 
untuk melakukan komunikasi persuasif yang efektif (Reynolds & Quinn Crouse, 2008). 
Rasa berempati ini juga dapat mengisyaratkan bagaimana suatu institusi atau organisasi 
merasa adanya tanggungjawab yang menyebabkan reputasi menjadi semakin positif dan 
berdampak baik pada keluaran dari upaya komunikasi krisis yang dilakukan (Schoofs, 
Claeys, De Waele, & Cauberghe, 2019).

Keempat, masih berkaitan dengan kepercayaan, kita akan membahas terkait media. 
Sebagai kanal menyampaikan informasi, media tentu saja memiliki peranan yang penting 
dalam komunikasi krisis. Secara umum, sebenarnya, jenis media ini sangat tergantung 
pada situasi krisis yang dihadapi (Spence et al., 2007). Misalnya, jika terjadi bencana alam, 
maka media konvensional lebih menjadi sorotan untuk menyebarluaskan informasi pada 
saat krisis, tetapi setelah itu, media baru mengambil alih posisi tersebut. Hal ini terjadi 
pada Badai Katrina pada 2005 (Spence et al., 2007). Fleksibilitas dalam penggunaan media 
yang digunakan untuk menyebarkan informasi ini penting bagi korban atau masyarakat 
yang secara langsung terdampak pada situasi kritis.

Namun, ternyata, penggunaan media untuk melakukan komunikasi krisis ini bukan 
tanpa kendala. Terlebih ketika memang media tidak selalu melalui proses validasi yang 
memadai, sehingga banyak kasus dimana berita yang disampaikan tidak sesuai dengan 
konteks (Holmes et al., 2009). Bahkan banyak berita yang tidak tepat dan hanya mencari 
sensasi, justru membuat masyarakat menjadi semakin frustasi (Holmes et al., 2009). 
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Meskipun begitu, studi yang mempelajari komunikasi krisis melalui sosial media online 
berkembang dengan dinamis. Seperti yang dilakukan oleh Luo dan Zhai, misalnya, dalam 
konteks media sosial di Tiongkok, menyatakan bahwa emosi yang timbul dari penggunaan 
sosial media dapat mengakibatkan reaksi atau perilaku dengan maksud tertentu (Luo 
& Zhai, 2017). Kemudian, ada pula potensi sosial media berbasis internet yang dapat 
menyentuh populasi rentan untuk dapat peduli terkait situasi krisis yang tengah terjadi 
(Roy, Hasan, Sadri, & Cebrian, 2020).

Kelima, kepemimpinan. Terkait dengan kondisi sosial media yang menjadi tren 
penggunaan di era ini, pemimpin memegang peranan penting dalam upaya melakukan 
komunikasi krisis. Tiap individu dalam institusi, terutamanya pemerintah, perlu untuk 
membangun keterikatan dengan ‘pengikut’ mereka di media sosial melalui wacana-wacana 
yang bermakna dan mempertimbangkan situasi seiring berjalannya waktu (Gruber et al., 
2015). 

Keenam, masih berkaitan dengan kepemimpinan, koordinasi pun masuk ke dalam 
pembahasan kita. Komponen ini menjadi hal yang krusial dalam komunikasi krisis, 
terutama dalam masa pandemi. Hal tersebut melingkupi setiap tahapan, mulai dari 
proses persiapan awal hingga pembentukan regulasi dan bahkan simulasi penanganan 
pandemi. Secara global, kerjasama antara negara bukanlah sesuatu yang dapat disanggah 
urgensinya pada saat krisis, yang melibatkan tenaga teknis yang ahli –baik dari bidang 
medis maupun peneliti (Caballero-Anthony et al., 2007). Dalam skala nasional, tiap-tiap 
instansi pemerintah dan bahkan swasta perlu untuk berkolaborasi untuk membentuk 
panitia khusus penanganan pandemi (Caballero-Anthony et al., 2007).

Selain ketujuh komponen di atas, sebenarnya, masih ada beberapa hal lain yang 
menjadi penting untuk diketahui. Komunikasi monolog sudah tidak lagi efektif untuk 
melakukan komunikasi krisis, justru sebaliknya dapat mengakibatkan kondisi yang tidak 
saling mempercayai dalam masyarakat. Di sisi lain, rasa ingin tahu dan proses diskusi 
menumbuhkan rasa saling percaya (Tyszka, 2008). Karena itu, komunikasi dialogis muncul 
sebagai pilihan efektif di masa darurat. Konten dengan bentuk dialogika dalam krisis 
komunikasi menjadi penting untuk dilakukan pasca krisis, yang mana mengandung 
perpaduan antara komunikasi dialogis dan teori wacana di dalamnya (du Plessis, 2018). 
Di era ini, komunikasi dialogis acap kali dilakukan melalui media digital dengan interaktif 
dalam bentuk dialog, terbuka, transparan, dan responsif.

Tetapi mau serumit apapun situasi darurat yang terjadi di masa sekarang maupun masa 
depan, setelah mengetahui bagaimana melakukan komunikasi krisis yang efektif melalui 
tulisan ini, dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi masih dapat ditekan sehingga 
skenario terburuk dari prediksi-prediksi pasca krisis bisa dihindari. Melalui tulisan ini, 
penulis memberikan penekanan terkait tahapan-tahapan proses melakukan komunikasi 
di masa krisis, juga tujuh komponen penting di dalamnya: kepercayaan, transparansi, 
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empati, media, kepemimpinan, koordinasi, dan etika. Kesemuanya menjadi kunci dalam 
melakukan komunikasi krisis yang efektif.

Di tengah situasi krisis pandemi yang terjadi secara global, banyak pihak mempertanyakan 
bagaimanakah komunikasi yang baik dapat dilakukan? Terlebih, situasi yang tak tentu juga 
berpotensi membuat masyarakat menjadi panik dan justru memperburuk kondisi krisis. 

Meski pun demikian, ada beberapa negara di Asia Tenggara yang terbukti mampu 
mengelola komunikasi krisis dengan efektif sehingga dapat mengurangi dampak dari 
pandemi ketika mencapai masa krisis. Salah satunya ialah Brunei Darussalam. Negara ini 
dinilai memiliki kesiapan yang paling rendah di area Asia Tenggara di awal masa Pandemi 
Covid-19, tetapi ternyata mampu menangani persebaran virus dengan sangat baik. Hal 
tersebut karena pemerintah Brunei melakukan diseminasi informasi yang luas, dengan 
jernih dan jelas, bahkan melibatkan berbagai pejabat nasional dalam konferensi pers. Tidak 
hanya itu, sebenarnya Brunei Darussalam sudah mulai memulangkan pelajar mereka 
dari Tiongkok sejak 30 Januari dan menyarankan masyarakat untuk tidak berkunjung ke 
negara Tiongkok (Pang, 2021: 105). Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Indonesia? 

Melalui tulisan ini, penulis akan mengulas secara mendalam terkait komunikasi krisis 
di Indonesia selama Pandemi Covid-19, bagaimana pemerintah melakukan komunikasi 
krisis dan mengapa hal ini penting bagi Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut 
peneliti melakukan studi literatur dan analisis media arus utama. Peneliti mengamati best 
practice dari negara lain berdasarkan hasil temuan penelitian yang sebelumnya pernah 
dilakukan, serta narasi yang dibangun oleh media arus utama di Indonesia semasa pandemi 
Covid-19.

Respons dan Pengolahan Informasi yang Buruk di Awal Pandemi
Menurut teori komunikasi krisis yang dikemukakan oleh Reynold dan Seger (2005) pada 

masa pra krisis pemerintah perlu menyampaikan pengetahuan awal kepada masyarakat 
tentang kemungkinan datangnya pandemi dan bahaya yang akan mengiringinya, 
sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan waspada akan datangnya pandemi. 
Di Indonesia, masa pra krisis ini terjadi mulai dari tersiarnya kabar kemungkinan 
wabah Covid-19 tiba di Indonesia hingga pemerintah mengakuinya secara resmi melalui 
pengumuman Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020. Sayangnya pada tahap pra krisis, 
komunikasi pemerintah Indonesia ini dicirikan oleh kurangnya responsivitas pemerintah 
terhadap kemungkinan pandemi yang tampak dari pengingkaran, pengabaian, dan bahkan 
menjadikan kemungkinan tibanya pandemi sebagai lelucon.

 Pandemi Covid-19 sudah mulai tersiar di Indonesia sejak saat negara-negara lain telah 
mengalami wabah dan Indonesia seharusnya bersiap bahwa virus itu sangat mungkin juga 
akan menyerang Indonesia. Momen pertama fase ini tentu saja ketika telah muncul berita 
bahwa virus baru terjadi dan ditemukan di Cina yang mirip SARS sebagaimana diberitakan 
oleh Deutsche Welle (2019) dan Reuters (2019) keduanya pada tanggal 31 Desember 2019, 
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juga di The Wall Street Journal pada 8 Januari 2020 (Khan, 2020). Berita ini kemudian 
diikuti oleh pemberitaan bahwa virus ini menular ke luar China bahkan hingga menimpa 
Korea Selatan pada 20 Januari 2020 (Reuters, 2020) dan telah tiba di Singapura (Zhaki & 
Salamat, 2020) pada 23 Januari 2020 lalu menjangkiti ratusan warganya. Singapura telah 
melaporkan terjadinya virus, maka Indonesia sebagai Negara yang dekat seharusnya segera 
mengambil antisipasi akan datangnya virus. Jika media-media yang disebut sebelumnya ini 
adalah media luar negeri yang berbahasa Inggris, sebenarnya pada akhir Januari sudah 
ada media dari dalam negeri yang juga memberitakannya yaitu Pikiran Rakyat pada 29 
Januari (Karima, 2020). Dalam hal ini berita mengamplifikasi pernyataan anggota DPR 
yang menyuarakan peringatan lembaga riset dalam negeri tentang epidemiologi yang 
kredibel yaitu Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) bahwa Indonesia 
sangat mungkin sudah terkena virus corona.

Kemungkinan bahwa Indonesia juga mengalaminya semakin diperkuat dengan 
penelitian dari De Salazar PM, Niehus R, Taylor A, Buckee C dan Lipsitch M (2020) yang 
menemukan bahwa menurut pemodelan matematika yang mereka lakukan virus Covid19 
mestinya telah tiba di Singapore, Thailand dan Indonesia. Hasil penelitian dari satu tim 
penelitian Harvard di atas bahkan sudah menjadi pemberitaan di Indonesia antara lain di 
Kompas.com pada 10 Februari 2020 (Sani, 2020b) dan oleh Tempo pada 15 Februari 2020 
(Putri, 2020). Kedua media paling terkemuka di Indonesia mengamplifikasi penelitian dari 
Harvard yang mengungkapkan bahwa virus corona mungkin tidak terdeteksi. Pada saat 
yang bersamaan, WHO juga memperingatkan Indonesia dan memberikan warning terkait 
kesiapan Indonesia untuk melakukan tes terkait virus ini yang dimuat oleh Kontan pada 
10 Februari 2020 (Kontan, 2020) berita terkait ini juga dimaplifikasi oleh Detik pada 16 
Februari 2020 yang menyiarkan keyakinan peneliti Harvard bahwa virus mestinya telah 
masuk di Indonesia (Sagita, 2020).

Jejak digital dari pengingkaran dan peremehan (undermining) pemerintah tampak dari 
pernyataan menteri kesehatan pada 13 Januari 2020, sebagai berikut:

“Dari 1,4 miliar penduduk sana ya paling 2 ribuan (yang terkena virus corona). 
(Sebanyak) 2 ribu dari 1,4 miliar itu kan kayak apa. Karena itu pencegahannya jangan 
panik, jangan resah. Enjoy saja, makan yang cukup (Satria, 2020).”

Saat muncul kritik dari Harvard dan WHO bahwa virus mestinya telah tiba di 
Indonesia tapi tak terdeteksi karena kurangnya kemampuan test indonesia, menteri justru 
menganggap itu sebagai penghinaan (Ihsanuddin, 2020a). Pada hari yang sama, Jokowi 
menyampaikan bahwa corona bisa berdampak positif bagi pariwisata dan penerbangan 
dengan cara pemberian insentif dari pemerintah (Ihsanuddin, 2020b).

Bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo 
yang seharusnya menjadi orang paling bertanggung jawab soal Covid-19 juga melontarkan 
bahwa Indonesia masih bebas Covid-19 karena gemar minum jamu dan untuk itu maka 
jamu harus dipromosikan (Mashabi, 2020). Pada tanggal yang sama Menhub juga 
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menyampaikan optimismenya tentang kemungkinan tetap bergairahnya penerbahangan 
di Indonesia dan hal tersebut tak akan terpengaruh oleh coronavirus melalui satu paket 
insentif yang dicanangkan pemerintah (Fauzia, 2020). Nada menyepelekan dan pengabaian 
juga disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada penghujung Februari dengan 
menyampaikan bahwa Indonesia terbebas dari Coronavirus karena gemar membaca do’a 
qunut saat sholat subuh (Kumparan, 2020). 

Kemungkinan kedatangan pandemi bahkan juga dijadikan bahan lelucon. Hal ini 
seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Mahfud MD dan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Airlangga Hartarto. Airlangga menyampaikan 
lelucon yang diamplifikasi menteri Mahfud MD di T witternya dimana dia menyampaikan 
bahwa Coronavirus tidak akan tiba di Indonesia karena perizinan yang berbelit-belit 
(Garjito, 2020). Mengamini pesan para koleganya, menteri perhubungan mengajukan 
lelucon bahwa Indonesia kebal corona karena doyan nasi kucing (Saubani, 2020). Candaan 
juga dilontarkan oleh Menteri Maritim Luhut yang bicara pada hari yang sama namun di 
tempat terpisah bahwa mobil corona sudah pergi dari Indonesia (Hikam, 2020).

 Penjabaran di atas menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah Indonesia tidak 
responsif terhadap kemungkinan datangnya pandemi dengan mengingkari, meremehkan 
dan menjadikan kemungkinan kedatangan pandemi ini sebagai lelucon. Pengingkaran 
itu akhirnya terbentur pada kenyataan manakala kasus pertama corona akhirnya diakui 
secara resmi oleh Presiden pada 2 Maret 2020 saat dua orang pasien di Jakarta dinyatakan 
positif corona.

Kemudian, setelah masuknya Coronavirus di Indonesia, pada masa krisis awal kita 
dapat menemui fenomena kurangnya transparansi. Fase ini dimulai ketika pemerintah 
mengakui dan mengumumkan kasus pada 2 Maret sampai dengan 14 Maret 2020 –
ketika Presiden mengumumkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam teori, pada 
fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu dan pesan 
yang komprehensif untuk mengedukasi publik tentang konsekuensi, dan antisipasi aksi 
berdasarkan data terkini. Ini dimaksudkan agar publik siaga terhadap langkah lanjutan. 
Tetapi pada kenyataannya fase krisis awal ini diwarnai oleh ketidak transparan dan 
ketidakjelasan.

Hal tersebut ditandai saat pemerintah mempublikasikan secara resmi kasus-kasus awal 
yang terdeteksi pada 2 Maret hingga 13 April 2020 ketika pemerintah menyatakan bahwa 
Covid-19 merupakan bencana nasional (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). 
Secara teori, pemerintah perlu menyediakan informasi secara terpusat melalui satu pintu 
dan juga menyusun pesan yang komprehensif dengan tujuan mengedukasi publik terkait 
konsekuensi serta antisipasi. Namun, yang dipraktikkan pemerintah ternyata tidak sesuai 
dengan teori tersebut. Faktanya, pada periode krisis awal ini reaksi pemerintah Indonesia 
justru kurang transparan dan kejelasan.
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Kurangnya transparansi ini terlihat ketika presiden mengumumkan kasus positif 
pertama. Fokusnya terletak pada realita bahwa terdeteksinya kasus pertama tersebut 
dinyatakan beberapa hari setelah rumah sakit berdalih pasien tersebut terjangkit penyakit 
lain (Velarosdela, 2020). Kemudian terungkap pula bahwa Gubernur Ridwan Kamil 
telah membeberkan bahwa terdapat kasus Covid-19 di Cianjur sejak 20 Februari –yang 
seharusnya menjadi kasus pertama (Raharjo, 2020). Memang, hal tersebut disanggah 
oleh juru bicara pemerintah terkait Covid-19. Hanya saja, pada akhirnya, melalui sebuah 
laporan investigasi yang dilakukan oleh NarasiTV, diketahuilah bahwa pernyataan 
terkait kasus pertama di Cianjur tadi benar terjadi. Di sisi lain, para ahli dan peneliti 
internasional mempertanyakan mengenai pemerintah Indonesia yang hingga awal Maret 
tidak mendeteksi masuknya Coronavirus. Pasalnya, dalam rentang satu bulan setelah 
kasus pertama dideteksi di Wuhan pada 8 Desember 2019, terdapat setidaknya 98,700 
penumpang dari Wuhan yang mengunjungi Indonesia (Mulyanto & Firdaus, 2020). 
Dengan angka yang sebanyak itu, tidak mudah percaya bahwa Indonesia bebas dari 
Covid-19 hingga Maret 2020. Fenomena saling menyanggah pernyataan tersebut membuat 
publik semakin bingung alih-alih tercerahkan.

Tidak hanya itu, bicara tentang informasi yang ditutupi, jumlah angka yang 
dipublikasikan terkait dengan data Covid-19 diklaim tidak sesuai dengan realita di 
lapangan. Tidak hanya terkait kapan virus itu masuk ke Indonesia, tetapi data lain seperti 
berapa kasus positif dan berapa jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 pun 
juga tidak mencerminkan realita di lapangan. Oleh karena itu, publik dibuat bertanya-
tanya mengenai informasi dari mana yang kredibel dan apakah data yang disajikan oleh 
pemerintah secara resmi dapat dipercaya.

Dengan kata lain, fenomena ketidakjelasan pesan yang disampaikan ini berdampak 
langsung pada praktik komunikasi kritis. Tetapi, tidak berhenti di sini, kegagalan dalam 
melakukan komunikasi di masa genting seperti pandemi Covid-19 pun terus berlanjut 
hingga fase krisis terjadi.

Inkonsistensi yang Berujung Kebingungan dan Minimnya Empati Terhadap 
Korban

Pada saat pandemi mencapai fase krisis, pemerintah bukannya selesai melakukan 
adaptasi dan siap menghadapi situasi, tetapi malah memunculkan kebingungan di 
masyarakat dengan penggunaan istilah bahasa asing dan terminologi yang berubah-ubah 
dalam membuat kebijakan.

Munculnya istilah-istilah baru oleh pemerintah Indonesia seperti “Physical distancing”, 
“lockdown”, “PSBB” hingga yang sekarang ini sedang berjalan yaitu “PPKM”. Lucunya di 
daerah-daerah tertentu istilah-istilah itu justru muncul dengan tulisan “Lauk Daun”, “Lock 
Don’t” hingga “Download” (Rackmat, Pakpahan & Rafida, 2020). Hal ini merefleksikan 
bahwa ternyata komunikasi pemerintah tidak secara jernih tersampaikan ke publik. 
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Pemerintah seharusnya menyadari bahwa masyarakat Indonesia melalui berbagai macam 
tingkat literasi dan edukasi, sehingga memilih istilah yang mudah dipahami seharusnya 
menjadi opsi terbaik. Tetapi, seakan tidak belajar dari pengalaman, pemerintah pun 
menggunakan istilah new normal sebelum kemudian diganti dengan Adaptasi Kebiasaan 
Baru (AKB). Bukannya semakin jelas, tetapi semakin menimbulkan kebingungan di 
kalangan masyarakat. Ditambah lagi, pada awal ditetapkannya new normal, kebijakan 
ini sebenarnya belum memenuhi syarat dari WHO (World Health Organization), terlebih 
kurva penyebaran Covid-19 juga belum melandai pada saat itu (Purwanto, 2020).

Di sisi lain, fenomena mudik juga menimbulkan kebingungan lain di kalangan 
masyarakat. Pasalnya, pemerintah tidak se-iya sekata dalam hal ini, inkonsistensi yang 
disampaikan benar-benar mencerminkan komunikasi krisis yang tidak strategis. Dimulai 
ketika Jokowi menyatakan bahwa mudik berpotensi memperluas persebaran Covid-19 
pada 30 Maret (Adyatama, 2020), lalu tiga hari kemudian disanggah oleh Juru Bicara 
Presiden Fadjroel Rachman melalui akun Twitternya (Ihsanuddin, 2020). Pada hari yang 
sama, Kementerian Sekretariat Negara Pratikno merevisi pernyataan Jubir presiden 
tersebut dengan menegaskan bahwa mudik dilarang (Saleh, 2020). Tetapi di sisi lain, 
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, yang saat itu juga menjabat sebagai 
Plt Menteri Perhubungan, justru mengungkapkan bahwa mudik tidak dilarang, “Orang 
kalau dilarang pun mau mudik saja” (Teresia, 2020). Proses saling klarifikasi dan revisi 
tersebut berujung pada kebingungan masyarakat terkait dengan perbedaan antara mudik 
dan pulang kampung yang disebabkan oleh respons Jokowi dalam wawancaranya dengan 
Narasi TV yang diunggah di Channel Youtube Najwa Shibab pada 23 April 2020.

Kemudian, di saat angka kasus positif terus meningkat dengan pesat, pemeritah dinilai 
tidak memiliki empati, terutama terhadap kasus korban virus Covid-19. Terdapat dua 
kasus yang menjadi sorotan peneliti. Pertama, ungkapan menyepelekan korban jiwa akibat 
Covid-19 di awal fase krisis. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Luhut. Ia mengklaim 
bahwa pemerintah sudah bekerja dengan cermat, sehingga korban jiwa yang terjadi di 
Indonesia tidak separah Amerika Serikat. Tetapi, alih-alih berbela sungkawa terhadap 
korban yang meninggal, Luhut malah mengalikan jumlahnya dengan 10 (Hikam, 2020b). 
Tidak hanya itu, pemerintah pun diklaim menutupi dan mengurangi jumlah korban 
meninggal dunia akibat Covid-19.

Selain itu, penyelanggaraan Pilkada pada akhir tahun 2020 juga semakin mempertegas 
DPR dan penyelenggara pemilu yang kurang menunjukkan rasa empati terhadap korban 
yang meninggal dunia serta tenaga kesehatan. Masyarakat yang seharusnya diproteksi 
dengan bentuk komunikasi yang berempati malah dihadapkan dengan kondisi dimana 
pemerintah memaksa berbagai kebijakan kontroversial selama pandemi, Omnibus Law 
merupakan salah satunya. Begitu pula dengan pemaksaan New Normal, yang walaupun 
memiliki sisi rentan dan berpotensi menyerang kehidupan masyarakat (Batubara, 2020), 
masih tetap dilaksanakan.
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Menimbang Pentingnya Komunikasi Krisis untuk Indonesia: Sebuah Penutup

Berbagai praktik buruk komunikasi di atas rupanya terulang kembali ketika Omicron 
masuk di Indonesia. Terlebih ketika menyoroti bagaimana respons dan komunikasi 
pemerintah terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah Omicron. Kali 
ini, lebih ironisnya, anak-anak dipertaruhkan di tengah varian baru yang lebih mudah 
menular. Sejak kasus Omicron pertama kali dideteksi di Indonesia pada 27 November 
2021, pelaksanaan PTM masih terjadi di banyak daerah seperti Jabodetabek (Mantalean, 
2022) dan Boyolali (Medcom, 2022). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, 
dengan gamblang mengungkapkan, “Masa satu sekolah kena Omicron, semua dibatalkan”. 
Pernyataan itu tidak hanya menegaskan kurangnya cepatnya respons pemerintah terhadap 
potensi persebaran Omicron di sekolah, tetapi juga menunjukkan kurangnya empati 
terhadap situasi krisis di tengah pandemi yang belum berakhir. Seakan tidak belajar dari 
pengalaman buruknya komunikasi krisis, pola yang sama juga kembali terulang.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 bukan lah satu satunya pandemi yang dialami Indonesia, 
belum lagi negara ini rentan terhadap berbagai bencana alam. Bahkan setelah melalui 
Pandemi Flu Burung di tahun 2005, dan mengalami Pandemi Covid-19 selama lebih 
dari satu tahun, praktik komunikasi krisis yang buruk masih dilakukan oleh pemerintah. 
Beberapa literasi telah menyoroti bagaimana buruknya penanganan Coronavirus dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia, mulai dari acuh terhadap temuan penelitian (Mietzner, 2020) 
hingga mengedepankan kepentingan ekonomi (Batubara, 2020). Sehingga, belajar dari 
kesalahan komunikasi krisis yang terjadi di awal Pandemi Covid-19 menjadi sebuah hal 
yang krusial bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi situasi genting –baik di tingkat 
nasional maupun daerah.

Tulisan ini menganalisa komunikasi krisis pemerintah Indonesia di masa awal pandemi 
Covid 19 dari mulai fase pra krisis pada Januari 2020 hingga fase krisis pada sekitar 
April 2020. Komunikasi pada masa awal krisis ini sangat penting karena menentukan 
masa depan situasi pandemik di suatu negara. Berdasarkan analisis atas pernyataan 
pemerintah sebagaimana terefleksi di berbagai pemberitaan di media arus utama, 
penelitian ini menemukan praktik buruk komunikasi krisis pemerintah Indonesia di 
masa pandemik yang memiliki ciri-ciri antara lain: pertama, kurang responsif dalam 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya wabah. Kedua, kurangnya kejernihan dalam 
penyampaian pesan setelah pandemi tiba. Ketiga, kurangnya transparansi dan akurasi 
data terbaru perkembangan pandemi. Terakhir, kurangnya empati terhadap korban.

Di tengah beragam literatur tentang praktik terbaik komunikasi krisis, temuan penelitian 
ini menjadi penting untuk mengisi kelangkaan literatur tentang karakterisitik komunikasi 
krisis yang buruk. Secara praktis, ia diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk 
menghadapi pandemi yang masih belum jelas di mana ujungnya.
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